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ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik Perspektif Siyāsah Idāriyah (Studi Kasus Pelayanan 

Pembuatan KTP-Elektronik di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bantul)” ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk 

menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana efektivitas pelayanan pembuatan 

KTP-Elektronik ditinjau dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

Tentang Pelayanan Publik. 2) Bagaimana pandangan Siyāsah Idāriyah terhadap 

kebijakan pelayanan pembuatan KTP-Elektronik di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian dihimpun melalui 

teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh berkaitan dengan 

sistem pelayanan publik oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bantul. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik 

deskriptif dengan membuat gambaran yang sistematis dan faktual terhadap fokus 

penelitian. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan pembuatan KTP-

EL di Disdukcapil Bantul tahun 2022 belum bisa dikatakan efektif sepenuhnya 

jika dilihat dari penerapan UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum terhadap 

pelaksanaan pembuatan KTP-EL di Disdukcapil Bantul yakni, faktor penegak 

hukum yang kurang dalam hal keprofesionalan masih ada pegawai yang kurang 

disiplin dan tidak memperhatikan jam kerja pada saat melayani masyarakat. 

Dalam hal ketepatan waktu, untuk menyelesaikan pembuatan KTP-EL kadang 

tidak sesuai dengan SOP (Standar Prosedur Pelayanan). Dan Pihak Disdukcapil 

Bantul tidak menjalankan asas keterbukan dan akuntabilitas terkait tidak 

memberikan alasan apapun kepada masyarakat mengenai lama waktu proses 

pembuatan KTP-EL yang tidak sesuai dengan SOP (Standar Prosedur Pelayanan). 

Faktor sarana atau fasilitas pendukung: Ditemukan terdapat kurangnya fasilitas 

yang diberikan oleh Disdukcapil Bantul yakni terkait tambahan pengeras suara. 

Faktor masyarakat: faktor perbedaan latar belakang pendidikan dan usia 

mempengaruhi keterbukaan masyarakat akan adanya suatu perubahan dalam 

kemajuan teknologi. Jika ditinjau dari perspektif Siyāsah Idāriyah, 

penyelenggaraan pelayanan publik di Disdukcapil Bantul sudah berjalan sesuai 

dengan prinsip persamaan dan keadilan dalam Islam, dengan dibuktikan adanya 

perlakuan khusus bagi masyarakat penyandang disabilitas. Namun belum berjalan 

sesuai dengan prinsip kemudahan, karena terdapat adanya beberapa masyarakat 

yang merasa disulitkan dalam proses pembuatan KTP-EL dengan aturan yang 

berbelit-belit. 

Kata Kunci: UU NO 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Efektivitas 

Hukum, Siyāsah Idāriyah. 
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ABSTRACT 

The thesis entitled "Efektivitas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik dalam Perspektif Siyāsah Idāriyah (Studi Kasus 

Pelayanan Pembuatan KTP-Elektronik di Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul)" is the result of field research that aims to 

answer questions about: 1) How is the effectiveness of the electronic ID card 

making service in terms of the implementation of Law Number 25 of 2009 

concerning Public Services. 2) What is Siyāsah Idāriyah's view on the service 

policy for making Electronic-KTP at the Department of Population and Civil 

Registration of Bantul Regency. 

This type of research is field research, using a qualitative descriptive 

approach. The research data was collected through interview, observation and 

documentation techniques obtained relating to the public service system by the 

Department of Population and Civil Registration of Bantul Regency. The data 

were then analyzed using descriptive techniques by making a systematic and 

factual description of the research focus. 

The results of the study show that the implementation of making the EL-

KTP in the Disdukcapil Bantul in 2022 cannot be said to be fully effective when 

viewed from the implementation of Law No. 25 of 2009 concerning Public 

Services. There are several factors that affect the effectiveness of the law on the 

implementation of making an EL-KTP in the Disdukcapil Bantul, namely, law 

enforcement factors that are lacking in terms of professionalism, there are still 

employees who lack discipline and do not pay attention to working hours when 

serving the community. In terms of timeliness, to complete the making of an EL-

KTP sometimes it is not in accordance with the SOP (Standard Service 

Procedure). And the Bantul Disdukcapil Party does not carry out the principles of 

openness and related accountability, does not give any reason to the public 

regarding the length of time the process of making the EL-KTP is not in 

accordance with the SOP (Standard Service Procedure). Factors of supporting 

facilities or facilities: It was found that there was a lack of facilities provided by 

the Bantul Disdukcapil related to the addition of loudspeakers. Community 

factors: factors of differences in educational background and age affect the 

openness of society to a change in technological progress. If viewed from the 

perspective of Siyāsah Idāriyah, the implementation of public services at the 

Disdukcapil Bantul has been running in accordance with the principles of equality 

and justice in Islam, as evidenced by the existence of special treatment for people 

with disabilities. However, it has not been carried out in accordance with the 

principle of convenience, there are some people who feel that they are difficult in 

the process of making an EL-KTP with convoluted rules. 

Keywords: Law NO 25 of 2009 concerning Public Services, Legal Effectiveness, 

Siyāsah Idāriyah.
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MOTTO 

“Hidup akan terus berjalan. Siang akan jadi malam, dan jarum jam akan terus 

berputar. Apapun yang akan terjadi dihari esok hadapi dan jangan menghindar”.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Proses mengubah karakter tertulis satu bahasa menjadi karakter lain dikenal 

sebagai transliterasi. Terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia disebut 

transliterasi dalam skripsi ini. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam 

penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 selaku berikutnya: 

A. Konsonan Tunggal 
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B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang diakibatkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh: 

 

C. Ta’ Marbutah di akhir Kata 

1. Jika dimatikan ditulis h 

 

 
(Doa, zakat, dan sejenisnya adalah contoh kata-kata yang telah 

berasimilasi ke bahasa Indonesia tanpa perlu persyaratan ini). 

2. Jika diikuti dengan kata sandang ‘al’ dan bacaan kedua tersebut terpisah 

sehingga ditulis h. 



 

 

xi 

 

 

 

3. Jika ta’marbuṭah hidup ataupun dengan harakat fatḥah, kasrah serta 

dammah ditulis t ataupun h. 

 

 

D. Vokal Pendek 

 
 

E. Vokal Panjang 

 
 

F. Vokal Rangkap 

 
 

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 
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H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Jika diikuti huruf qamariyyah ditulis dengan memakai huruf “l” 

 

 

2. Jika diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan memakai huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya dengan menghapus huruf l (el) nya. 

 

 
I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis bagi penulisnya 

 

 
J. Huruf Kapital  

Transliterasi ini menggunakan huruf kapital, terlepas dari kenyataan bahwa huruf 

kapital tidak digunakan dalam sistem penulisan bahasa Arab. Inisial nama sendiri 

dan huruf kapital pada awal kalimat keduanya merupakan pemakaian huruf 

kapital yang tepat dalam EYD. Karena awalan sandang sebelum nama, huruf 

pertama dari nama dikapitalisasi bukan huruf pertama sandang. 

Contoh.  

 شَهْرُرَمَضَا نَ الَّذى أنُْزلَ فيْه الَْقرُْءَانُ 

 Syahru ramaḍān al-lażī unzila fīhil-Qur`ānu 
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K. Pengecualian 

Sistem transliterasi tak legal pada: 

a. Hadith, rafaz, doa, zakat, dan kata-kata arab umum lainnya dalam bahasa 

Indonesia dapat ditemukan dalam KBBI. 

b.  Judul seperti Fiqh Mawaris, Al-Hijab, Fiqh Jinayah, serta lain-lain yang 

memakai kata-kata Arab tetapi telah diedit oleh penerbit. 

c. Di sisi lain, penulis seperti Quraish Shihab dan Ahmad Shukri Soleh, yang 

memakai nama Arab, adalah penduduk asli negara-negara yang memakai 

alfabet Latin. 

d. Kata-kata Arab seperti Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, Mizan serta lainnya 

muncul atas nama penerbit Indonesia.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.1 

Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah 

setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang 

dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan 

hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.2 

 Ruang lingkup pelayanan publik di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 

Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

meliputi:3 

a. Pelayanan barang publik; 

b. Pelayanan jasa publik; dan 

c. Pelayanan administratif. 

Pelayanan publik yang diberikan instansi pemerintah kepada masyarakat 

merupakan perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pada era 

otonomi daerah, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian 

dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah. Oleh karenanya secara 

                                                 
1 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 
2 Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 
3 PP Nomor 96 Tahun 201 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

Tentang Pelayanan Publik. 



2 

 

 

 

otomatis berbagai fasilitas pelayanan publik harus lebih didekatkan pada 

masyarakat, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal pokok yang menjadi 

perhatian adalah bahwa suatu pelayanan itu terdiri dari penyelenggaraan dan 

penerima layanan (Customer). Makin luasnya lingkup pelayanan dan jasa-jasa 

publik yang dikelola pemerintah meliputi segenap aspek kehidupan masyarakat, 

hendaknya memenuhi indikator pelayanan yang baik.4 

Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu contoh 

pelayanan publik yang sampai saat ini pemerintah lakukan dengan berbagai 

inovasi dan peningkatan layanan guna memenuhi kebutuhan dan kepentingan 

masyarakat. Dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

dijelaskan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan 

penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan 

melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi 

administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik 

dan pembangunan sektor lain. 

Peningkatan kualitas pelayanan guna memberikan kepuasan masyarakat 

menjadi strategi utama bagi organisasi pelayanan administratif di Indonesia salah 

satunya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Suatu pelayanan dinilai 

memuaskan apabila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan 

masyarakat. Kualitas pelayanan publik dapat menjadi indikator yang dapat 

menentukan kepuasan masyarakat dalam memperoleh kebutuhannya dalam hal 

                                                 
4 Yudi Triana, Aceng Ulumudin, Nurul Aida, “Analisis Efektivitas Pelayanan E-KTP Di 

Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut”, Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik Fakultas ISIP. 

Universitas Garut Vol. 10 No. 01, 2019. 
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pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dan perlindungan yang 

berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan.5 

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

telah dijelaskan bahwasanya penerapan standar pelayanan publik dalam rangka 

cara untuk peningkatan kualitas pelayanan publik harus berasaskan pada 

kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan 

kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak 

diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi 

kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan 

keterjangkauan. 

Begitu pula dalam hal ini pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten 

Bantul diharapkan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pelayanan publik 

yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 96 

Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan 

Pengaduan Pelayanan Publik, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta No. 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Bupati 

Nomor 161 Tahun 2021. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul atau yang 

biasa disebut dengan Disdukcapil Bantul adalah kantor atau instansi pelayanan 

publik di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Adapun produk 

pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil Bantul adalah seperti KK, KTP EL 

                                                 
5 Elisabeth Kezia Devantie, “Analisis Kepuasan Penyelenggaraan Penerbitan E-KTP Di 

Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) Disdukcapil Kecamatan Semarang Barat”, 

Skripsi Universitas Diponegoro 2018. 
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Dan KIA, Surat Ket. Pindah, Surat Ket. Pindah Datang, Surat Ket. Pindah Ke 

Luar Negeri, Surat Ket Datang Dari Luar Negeri, Surat Ket. Tempat Tinggal 

Surat, Ket. Kelahiran, Surat Ket. Lahir Mati, Surat Ket. Pembatalan Perkawinan, 

Surat Ket. Pembatalan Perceraian, Surat Ket. Kematian, Surat Ket. Pengangkatan 

Anak, Surat Ket. Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia, Surat Ket. Pengganti 

Identitas, Surat Ket. Pencatatan Sipil, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta 

Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, Akta Pengesahan Anak, 

Data Kependudukan. 

Permasalahan yang sering muncul terkait pelayanan publik di Disdukcapil 

Bantul salah satunya adalah pelayanan pembuatan KTP-Elektronik atau yang 

selanjutnya disebut KTP-EL. Jumlah kepentingan masyarakat yang banyak 

berbanding terbalik dengan jumlah pegawai atau penyelenggara pelayanan. 

Dengan demikian tak jarang menimbulkan permasalahan-permasalahan terkait 

kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat selaku penerima layanan. 

Pemerintah Disdukcapil Bantul selaku penyelenggara ataupun penyedia layanan 

publik harus bertanggungjawab dan terus berupaya untuk memberikan pelayanan 

terbaik bagi masyarakat selaku penerima layanan karena tolak ukur dari 

keberhasilan pelayanan publik adalah kepuasan dari masyarakat.  

Beberapa waktu lalu Disdukcapil Bantul telah mengeluarkan kebijakan 

terbaru guna meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di tengah 

Pandemi Covid-19. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul melalui Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) berinovasi membuat layanan 
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Dukcapil Smart Bantul.6 Layanan berbasis online tersebut diharapkan  dapat 

mengurangi antrean atau kerumunan, sehingga pelayanan administrasi 

kependudukan dapat berjalan dengan baik dan cepat.  

Dengan demikian untuk bisa menganalisis pelayanan publik, diperlukan 

suatu pemahaman yang bisa membantu memahami bagaimana seharusnya 

lembaga pelayanan publik ini bekerja sehingga bisa menghasilkan output yang 

sesuai dengan kepuasan masyarakat. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dan menganalisis kebijakan-kebijakan baru untuk mengkaji lebih dalam 

mengenai pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bantul dengan judul: Efektivitas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik Perspektif Siyāsah Idāriyah (Studi Kasus 

Pelayanan Pembuatan KTP-Elektronik di Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul). 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka munculah 

pokok permasalahan yang hendak dikaji, yaitu: 

1. Bagaimana efektivitas pelayanan pembuatan KTP-Elektronik ditinjau 

dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik? 

                                                 
6Dukcapil canangkan penerapan dukcapil go digital https://jogjaaja.com/read/disdukcapil-

bantul-canangkan-penerapan-dukcapil-go-digital-2021  akses 5 Desember 2021. 

https://jogjaaja.com/read/disdukcapil-bantul-canangkan-penerapan-dukcapil-go-digital-2021
https://jogjaaja.com/read/disdukcapil-bantul-canangkan-penerapan-dukcapil-go-digital-2021
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2. Bagaimana pandangan Siyāsah Idāriyah terhadap kebijakan pelayanan 

pembuatan KTP-Elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Bantul? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

a. Menjelaskan Bagaimana efektivitas pelayanan pembuatan 

KTP-Elektronik ditinjau dari pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 

b. Bagaimana pandangan Siyāsah Idāriyah terhadap kebijakan 

pelayanan pembuatan KTP-Elektronik di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran bagi kemajuan ilmu pengetahuan di bidang 

pelayanan publik secara umum, dan diharapkan mampu 

memberikan tambahan ilmu bagi akademisi khususnya bidang 

ilmu Siyāsah Idāriyah. 

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan 

sumber informasi dan juga koreksi bagi pihak Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul dalam usaha 
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meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mewujudkan 

pemerintahan yang baik. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka adalah sebuah kajian yang dilakukan untuk mendapatkan 

gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan diajukan dengan 

penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, sehingga 

tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubadzir.7 

Kaitannya dengan judul penelitian Efektivitas Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Perspektif Siyāsah Dustūriyyah (Studi 

Kasus Pelayanan Pembuatan KTP-Elektronik Di Kantor Dinas Kependudukan 

Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul), penulis berusaha mengkaji beberapa 

penelitian sebelumnya berupa skripsi yang isinya relevan dan memiliki hubungan 

dengan topik penelitian yang akan penulis teliti, antara lain: 

Pertama, dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pelayanan Publik 

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di 

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta”, disusun oleh 

Andry Benefinto Christarto.8 Hasil dari penelitian skripsi tersebut menunjukkan 

bahwa pelayanan publik belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Hal ini dilihat dari 

pelaksanaan penyelenggara pelayanan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan 

Sipil Kota Yogyakarta kaitannya dengan waktu untuk menyelesaikan proses 

                                                 
7 Abudin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2004), hlm. 183. 
8 Andry Benefinto Christanto, “Pelaksanaan Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Kota Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2020. 
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pengurusan pencatatan sipil dan pendaftaran kependudukan belum ada kepastian 

yang jelas. Ada beberapa kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dalam memberikan pelayanan adalah sumber 

daya manusia yang kurang memadai, anggaran atau dana, kendala kesadaran 

masyarakat, kurang memadainya sarana dan prasarana, kurangnya syarat 

administratif pengurusan, dan faktor non teknis, seperti kerusakan peralatan 

perekaman KTP-EL.  

Kedua, dalam penelitian yang berjudul “Implementasi UU Nomor 25 

Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Terhadap Satuan Perangkat Kerja Daerah 

Kabupaten Bulukumba”, yang disusun oleh Amal Syahrul Rahman.9 Hasil dari 

penelitian skripsi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelenggara 

pelayanan publik oleh SKPD Bulukumba sebagaimana dengan ketentuan UU 

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik belum seutuhnya terlaksana 

dikarenakan standar pelayanan sebagaimana yang dimaksud masih lebih banyak 

berada pada tingkat konsep, sedangkan implementasinya masih jauh dari harapan. 

Ketiga, dalam penelitian yang berjudul “Analisis Fikih Siyasah 

Dusturiyyah Terhadap Pelayanan Pembuatan E-Ktp Di Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 Berdasarkan UU No. 25 

Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik”, yang disusun oleh Hanif Asy’ari.10 Hasil 

dari penelitian skripsi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelenggara 

                                                 
9 Amal Syahrul Rahman, “Implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik Terhadap Satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Bulukumba”, Skripsi Fakultas 

Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2016. 
10 Hanif Asy’ari, “Analisis Fikih Siyasah Dusturiyyah Terhadap Pelayanan Pembuatan 

E-Ktp Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik” Skripsi Fakultas Syariah dan 

Hukum Publik Islam. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2019. 
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pelayanan publik oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Bangkalan belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan ketentuan UU Nomor 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hal tersebut dikarenakan sarana dan 

prasana yang kurang memadai, seperti kursi dan gedung yang belum direnovasi. 

Keempat, dalam penelitian yang berjudul “Kebijakan “Teko Langsung 

Cetak” Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ponorogo dalam Pembuatan 

KTP-Elektronik Perspektif Fikih Siyasah”, yang disusun oleh Danang Kusuma 

Negara.11 Hasil dari penelitian skripsi tersebut menunjukkan bahwa implementasi 

“Teko Langsung Cetak” terhadap pelayanan pembuatan KTP elektronik di 

Ponorogo, sudah dapat dikatakan sesuai dengan konsep pelayanan publik yang 

baik dengan kategori sangat baik. Sedangkan pandangan Siyasah idariyah 

terhadap implementasi kebijakan program “Teko Langsung Cetak” dalam 

pelayanan pembuatan KTP elektronik di Ponorogo yakni kaidah-kaidah yang ada 

pada sistem adminstrasi islam sudah diterapkan dalam program tersebut. Di mana 

kaidah setiap program atau kebijakan haruslah mempermudah bukan sebaliknya 

sudah dijalankan dalam program tersebut. 

Kelima, dalam jurnal yang berjudul “Analisis Efektivitas Pelayanan E-

KTP Di Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut”, yang disusun oleh Yudi Triana, 

Aceng Ulumudin, Nurul Aida.12 Hasil dari penelitian skripsi tersebut 

menunjukkan Hasil dari penelitian dalam pelayanan e-KTP di Kecamatan Cilawu 

                                                 
11 Danang Kusuma Negara, “Kebijakan “Teko Langsung Cetak” Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Ponorogo dalam Pembuatan KTP-Elektronik Perspektif Fikih Siyasah” 

Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 

2016. 
12 Yudi Triana, Aceng Ulumudin, Nurul Aida, “Analisis Efektivitas Pelayanan E-KTP Di 

Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut”, Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik Fakultas ISIP. 

Universitas Garut Vol. 10 No. 01, 2019. 
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sudah dengan hasil cukup baik, namun tetap masih ada beberapa kendala dalam 

pelayanannya yang diantaranya adalah masih kurangnya sarana dan prasarana, 

serta terbatasnya sumber daya manusia sehingga pelayanan yang diberikan masih 

belum efektif. Adapun mengenai masalah yang mempengaruhi efektivitas 

pelayanan publik di Kecamatan Cilawu berdasarkan hasil penelitian diantaranya, 

(a). masih kurangnya sumber daya manusia dalam pelayanan perekaman E-KTP 

yang tidak sebanding dengan banyaknya warga yang membuat e-KTP, (b). Masih 

terdapat kesalahan data penduduk seperti data ganda, meninggal dunia dan pindah 

tempat tinggal tapi masih terdaftar, (c). Minimnya fasilitas baik sarana maupun 

prasarana yang ada.  

Setelah penulis mencari bahan referensi terkait dengan judul yang akan 

diteliti, dan ditemukan bahwa judul skripsi penulis tidak ada yang sama dengan 

penelitian-penelitian sebelumnya.  

E. Kerangka Teori 

Hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian adalah memuat teori-

teori yang relevan dalam menjelaskan dan menjabarkan permasalahan yang 

sedang diteliti, kemudian kerangka teori ini menjadi landasan teori sebagai dasar 

penelitian yang dilakukan.13 Dalam penelitian ini ada 2 teori yang akan dijadikan 

landasan oleh peneliti, yaitu teori Efektivitas hukum dan Siyāsah Idāriyah. 

1. Efektivitas hukum  

Kata “efektif” berasal dari bahasa inggris yaitu effecctive yang artinya 

sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga di 

                                                 
13 H. Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Gadjah Mada University Press, 

Yogyakarta, 1995), hlm. 39-40. 
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artikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya, 

akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan.14 

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk 

memantau.15 Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini 

adalah pihak yang berwenang. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang 

artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. 

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif 

atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :  

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang),  

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.  

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan. 

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.16 

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 

merupakan esensi dari penegakan hukum. 

2. Teori Siyāsah Idāriyah 

Fikih Siyāsah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu 

fikih dan Siyāsah. Kata fikih berarti pengetahuan tentang hukum yang sesuai 

                                                 
14 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) , hlm.  284. 
15 Ibid, KBBI. 
16 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: 

PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8. 
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dengan syara’ mengenai perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci yaitu 

Al-Qur’an dan Sunnah. Sedangkan Siyāsah berarti mengatur, mengendalikan, 

mengurus, atau membuat keputusan. 

Siyāsah Idāriyah merupakan bidang administrasi negara yang menjadi 

sistem, landasan, serta garis kebijakan semua umat Muslim. Kata Idāriyah berasal 

dari bahasa Arab yang berarti mengatur atau menjalankan sesuatu.17 Dalam surah 

Al-Maidah ayat 49:18 

َّبِعْ أهَْوَاءَٓهُمْ وَ  للَّهُ ٱبيَْنهَُم بِمَآ أنَزَلَ  حْكُمٱوَأنَِ  ََ   إِ  للَّهُ ٱأنَ يفَْتنِوُكَ عَنۢ بعَْضِ مَآ أنَزَلَ  حْذرَْهُمْ ٱوَلََ تتَ ليَْ

نَ  رًاأنَ يصُِيبهَُم ببَِعْضِ ذنُوُبهِِمْ ۗ وَإِنَّ كَثيِ للَّهُ ٱأنََّمَا يرُِيدُ  عْلَمْ ٱفإَِن توََلَّوْا۟ فَ  سِقوُنَ  لنَّاسِ ٱم ِ لفَََٰ  

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut 

apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. 

Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan 

kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka 

berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa 

sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka 

disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan 

manusia adalah orang-orang yang fasik. 

Dari ayat di atas menunjukkan bahwa dalam suatu perkara kita haruslah 

melaksanakannya sesuai dengan yang diperintahkan Allah dalam Al-Qur’an dan 

Sunnah, bukan mengikuti hawa nafsu. Sama halnya dalam administrasi publik, 

penyelenggaraan pelayanan publik haruslah sejalan dengan prinsip pelayanan 

publik yang baik berdasarkan UU No 25 tahun 2009.  

                                                 
17 Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh, “Ushul al-Idariyah asy-Syariyah”, (Bayt ats-

Tsaqifah, cetakan I, 2003), hlm. 7. 
18 Al-Maidah (6): 49. 
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Dalam Siyāsah Idāriyah untuk megukur kualitas penyelenggaraan 

pelayanan publik dapat dilihat dari realita kepentingan itu sendiri. Untuk 

merealisasikan hal tersebut yaitu ada tiga indikator dalam pelayanan administrasi 

diantaranya “sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, profesional 

dalam penanganan”.19 

Prinsip-prinsip hukum islam yang membahas mengenai pelayanan publik 

terdiri dari Prinsip Tolong Menolong (Ta’awun), Prinsip Memberi Kemudahan 

(At-Taysir), Prinsip Persamaan dan keadilan (musawah dan al-Mizan), Prinsip 

Saling mencintai (Muhabbah), Prinsip Lemah Lembut (Al-Layin), Prinsip 

Kekeluargaan (ukhuwah). Kemudian ada beberapa asas syari’at islam yang 

berkaitan dengan pelayanan publik diantaranya yaitu, At-Taysir wa Raf‟ul Haraj 

(memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan), Taqlilu at-Takalif (biaya 

murah/terjangkau), At-Tadarruj fi At-Tasyri’ (bertahap dalam membuat 

regulasi/syari’at). 

F. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa 

dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. 

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah 

berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang 

bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Penelitian hukum merupakan suatu 

kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertenu, 

                                                 
19 Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khalifah (Pemerintahan dan Administrasi), ahli bahasa 

Yahya A.R, cetakan ke 3 (Jakarta: HTI-Press, 2008), hlm. 221. 
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yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, 

dengan jalan menganalisanya. 20  

Berdasarkan penjelasan di atas, agar penelitian berjalan dengan baik dan 

memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan penelitian ini memerlukan 

metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

3. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka jenis penelitian ini adalah 

penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang bertujuan melakukan 

studi yang mendalam mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga 

menghasilkan gambaran yang terorganisasi dengan baik dan lengkap mengenai 

unit tersebut. Subyek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang menjadi 

sumber informasi yang dapat memberikan data yang sesuai dengan masalah yang 

diteliti nanti yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul sebagai 

penyelenggara pelayanan publik serta masyarakat sebagai penerima pelayanan 

dalam pembuatan KTP-EL. 

4. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah 

deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang 

sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan 

dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. 

                                                 
20 Soerjono Soekanto,  Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas 

Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 42. 
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5. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris, karena 

penelitian ini nantinya akan melihat mengenai implementasi ketentuan hukum 

normatif (undang-undang) yang menilai kesesuaian dalam realitanya pada setiap 

peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Untuk menilai 

implementasi tersebut maka digunakan pendekatan empiris yang mana 

pendekatan tersebut dengan melihat realita atau fakta-fakta yang ada dilapangan. 

6. Metode Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan 

penulis untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui 

bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat 

memberikan keterangan kepada si peneliti.21 Penulis akan 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kepala Bidang 

Pendaftaran Administrasi Kependudukan Disdukcapil Bantul 

sebagai penyedia layanan dan juga masyarakat sebagai penerima 

jasa layanan terkait implementasi pelayanan pembuatan KTP-EL. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk 

memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, 

dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta 

                                                 
21 Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 64.  
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keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi 

digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah.22 

7. Sumber Data 

      Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, 

yakni sumber data primer, data sekunder, dan tersier. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang dihasilkan penulis secara 

langsung melalui informan yakni Kepala Bidang Pendaftaran 

Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Bantul sebagai penyedia pelayanan dan masyarakat sebagai 

penerima layanan. Adapun pengumpulan datanya dilakukan 

dengan metode wawancara yang bersifat terbuka dan terstuktur 

dengan format wawancara. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, seperti: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang pelayanan Publik, Keputusan MENPAN Nomor 63 

Tahun 2003, Peraturan Bupati Nomor 161 Tahun 2021 yang dapat 

dijadikan bahan untuk mendukung penelitian ini. 

c. Data Tersier 

Data tersier adalah bahan yang berada diluar keilmuan 

hukum yang dapat digunakan untuk membantu penelitian 

                                                 
22 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), (Bandung: Alfabeta, 2015) 

hlm. 329. 



17 

 

 

 

mendapat pijakan pengetahuan di luar ilmu hukum khususnya 

pada ranah hukum tata negara yang selanjutnya dapat digunakan 

untuk analisis sekaligus identifikasi permasalahan yang sedang 

ditelilti. Misalnya: KBBI, Kamus Hukum, Berita atau perkuliahan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penulisan pembahasan penelitian ini menggunakan sistematika 

pembahasan yang sistematis dan saling berkaitan antara bab pertama dengan bab-

bab selanjutnya untuk mempermudah memahami secara keseluruhan skripsi, 

sebagai berikut: 

Pada bab pertama, dimulai dengan pendahuluan yang berisikan penjelasan 

mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua, akan membahas lebih lanjut tentang teori-teori serta kerangka 

pikiran yang dijadikan landasan dalam penelitian guna menjawab masalah yang 

ada yaitu dengan menggunakan 2 teori yaitu Teori Efektivitas hukum dan Siyāsah 

Idāriyah.  

Bab ketiga, berisi tentang Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Jenis-Jenis Pelayanan Publik di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, Standar Pelayanan 

Pembuatan KTP-EL di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Bantul, Pelayanan Pembuatan KTP-EL di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
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Sipil Kabupaten Bantul, dan Data Kependudukan Berdasarkan Kepemilikan KTP-

EL Kabupaten Bantul. 

Bab keempat, membahas tentang analisis penulis berdasarkan hasil temuan 

atau penelitian di lapangan dengan berpijak pada bab-bab sebelumnya untuk 

menjawab apa yang ada dalam rumusan masalah. 

Bab kelima, adalah berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran 

sekaligus sebagai akhir dari kajian atas penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan tentang pelayanan 

pembuatan KTP-EL di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Bantul dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam pelaksanaan pembuatan KTP-EL di Disdukcapil Bantul belum bisa 

dikatakan efektif sepenuhnya. Terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi efektivitas hukum terhadap pelaksanaan pembuatan KTP-

EL di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, yakni: 

a. Faktor hukum: pemerintah telah menjamin kesejahteraan warganya 

dalam urusan pelayanan publik dengan beberapa legal formal 

diantaranya: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana 

Pelayanan Umum, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang 

Perbaikan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintahan kepada 

Masyarakat, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Umum Pelayanan Publik, Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam 
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Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Ombudsman sebagai lembaga 

yang berwenang mengawasai penyelenggaraan pelayanan publik 

yang rentan dari adanya penyimpangan. 

b. Faktor penegak hukum: Dalam hal keprofesionalan, masih ada 

pegawai yang kurang disiplin dan tidak memperhatikan jam kerja 

pada saat melayani masyarakat. Dalam hal ketepatan waktu, untuk 

menyelesaikan pembuatan KTP-EL kadang tidak sesuai dengan SOP 

(Standar Prosedur Pelayanan). Dan Pihak Disdukcapil Bantul tidak 

menjalankan asas keterbukan dan akuntabilitas terkait tidak 

memberikan alasan apapun kepada masyarakat mengenai lama 

waktu proses pembuatan KTP-EL yang tidak sesuai dengan SOP 

(Standar Prosedur Pelayanan). 

c. Faktor sarana atau fasilitas pendukung: Ditemukan terdapat 

kurangnya fasilitas yang diberikan oleh Disdukcapil Bantul yakni 

terkait tambahan pengeras suara. Karena dalam menunggu 

pemanggilan perekaman KTP-EL suara dari petugas kurang 

terdengar dengan jelas. Dengan begitu menganggu kenyamanan dan 

membuat bingung masyarakat dalam menunggu antrean. 

d. Faktor masyarakat: faktor perbedaan latar belakang pendidikan dan 

usia mempengaruhi keterbukaan masyarakat akan adanya suatu 

perubahan. Dalam hal ini terkait aplikasi online ada masyarakat 

Sarjana muda yang paham dengan aplikasi tersebut, namun adapula 
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masyarakat yang sudah beumur yang kesulitan menggunakan 

aplikasi online tersebut. 

e. Faktor kebudayaan: rata-rata masyarakat yang membuat KTP-EL di 

Disdukcapil Bantul ingin penanganan atau pelayanan yang cepat. 

2. Dalam Islam bidang yang mengatur mengenai administrasi publik yaitu 

Siyāsah Idāriyah. Dimana Siyāsah Idāriyah mengatur mengenai 

administrasi dalam Islam, yang segala sesuatunya berlandaskan kepada 

Al-Qur’an dan Hadist.  

a. Prinsip kemudahan (at-Taysir) masih belum terlaksana dengan baik 

di Disdukcapil Bantul. Dikarenakan masih ada masyarakat yang 

merasa dirinya disulitkan dalam proses pembuatan KTP-EL dengan 

aturan yang berbelit-belit. 

b. Prinsip kemudahan dan keadilan di Disdukcapil Bantul sudah 

berjalan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan memberikan 

pelayanan yang baik dan tidak ada diskriminasi dengan masyarakat 

disabilitas. 

c. Prinsip lemah lembut, petugas Disdukcapil Bantul bersikap baik dan 

ramah dalam menjalankan tugas melayani masyarakat dalam 

pembuatan KTP-EL. 

B. Saran 

Dari hasil pembahasan penulis di atas, maka penulis memberikan saran, 

yaitu: 
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1. Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 

hendaknya meningkatkan kualitas pelayanannya, terutama dalam segi 

sistem informasi terkait layanan, seringkali masyarakat kebingungan 

dengan sistem online maka dari itu hendaknya lebih digiatkan lagi 

sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat paham akan inovasi-

inovasi tersebut serta agar merasa nyaman dan puas dengan pelayanan 

yang diberikan oleh Disdukcapil Bantul. 

2. Kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Bantul tingkatkan kejelasan pelayanan dan kedisiplinan pegawai sesuai 

dengan apa yang telah diamanatkan di dalam UU. No 25 Tahun 2009 

tentang pelayanan publik.
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